BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR ¢ TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERLENGKAPAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perlengkapan Jalan, maka sesuai ketentuan Pasal
246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2015.

Menginggat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




Menetapkan :

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampalk, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembagan Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5468);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003
tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014
tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4

Tahun 2015 tentang Perlengkapan Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
PERLENGKAPAN JALAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 2

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan
Komering Ulu.

5. Perlengkapan Jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan,
keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi
pengguna jalan dalam berlalu lintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu




. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan
atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang
membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang
yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah
kepentingan lalu lintas.

. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa
lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi
sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang
menggunakan isyarat lampu yang dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk
mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada
ruas jalan.

. Marka membujur adalah tanda yang sejajar dengan rambu jalan.

. Marka melintang adalah tanda tegak lurus terhadap sumbu jalan.

. Marka serong adalah tanda yang membentuk garis utuh yang tidak
termasuk dalam pengertian marka membujur atau marka melintang, untuk

menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan galur g
lalu lintas kendaraan. 1,,
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Marka lambang adalah tanda yang mengandung arti terte'-ntu : {mtu‘

menyatakan peringatan, perintah, dan larangan untuk melengkapi atau
menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu atau tanda lalu
lintas kendaraan.

Penempatan rambu adalah kegiatan menentukan titik lokasi untuk
memasang rambu sebagai suatu hasil rekayasa lalu lintas.

Pemasangan rambu adalah kegiatan memasang rambu pada titik
penempatan sebagai hasil rekayasa lalu lintas.

Rambu peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan
peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai
jalan.

Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan
perbuatan yang dilarang oleh pemakai jalan.

Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan
perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.

Rambu penunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan
penunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan,
fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.

Papan tambahan adalah papan yang dipasang dibawah daun rambu yang
memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.

Paku jalan adalah perlengkapan jalan yang dilengkapi dengan pemantul
cahaya reflektor berwarna kuning, merah atau putih yang dapat berfungsi
dalam kondisi nermuk=asn ialan kernine atauoun bassh.




BABII
PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Perlengkapan Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 4).

Pasal 3

(1) Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan alat perlengkapan jalan
secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

(2) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu
bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Ogan Komering Ulu.

BAB III
PEMELIHARAAN
Pasal 4

(1) Pemeliharaan perlengkapan jalan yang menjadi Aset dan kewenangan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
mempedomani Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu.
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